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RINGKASAN

Pajak sebapai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan
sebagal pembangunan nasional dapat dilakukan dengan kemampun sendiri
berdasarkan prinsip kemandirian Peningkatan kesadaran mesyarakat dibidang
perpajakan harus ditunjang dengan sistim yang mendukung peningkatan peran aktif
masyarakal serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan
peraturan perundang-undangan perpajakan,

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak
berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, Namun dalam kenyataannya
masih sangat banyak ditemui adanya tunggakan pajak sebagar akibat tidak
dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya,

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis
dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhanwajb pajak sangat perlu mendapat
perhatian,

Self assessment system berarti suatu pemungutan pajak yang berart
memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan
melaporkan sendiri utang pajaknya. Self assessment system itu mengandung hal yang
penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu -

1. tax consciousness atan kesadaran wajib pajak.

2. kejujuran wajib pajak.

3. lax mindedness wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.

4. tax discipline, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan
sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang
dibebankan kepadanys oleh undang-undang.

Self assessment system ini buru akan berhasil dengan baik apabila syarat-
syarat diatas dapat dipenuhi. Wajib pajak tidak atau belum dengan sendirinya
memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka masih banyak diperlukan campur

X
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tangan dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai bentuk
antara lain penyuluhan, pembinaan, bimbingan serta pengawasan. Tingkat pendidikan
dan kesadaran pajak bangsa indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga tidak dapat
melaksanakan self assessment system ini dengan baik. Untuk mencapai ini diperlukan
waktu, sehingga self assessment system ini dapat berjalan dengan baik dan dapat
memenuhi harapan kita. Campur tangan pemerintah selama ini harus dilakukan secara
intensif.

Dalam self assessment system terdapal tiga fungsi utama aparatur perpajakan
untuk menjamin  suksesnya sistim perpajakan tersebut, yaitu penyuluhan,
pengawasan, dan pelayanan. Hal ini sejalan dengan administrasi publik di negara-
negara maju yang menjurus kepada mewirausahakan birokrasi, yang inti usahanya
agar dimungkinkan untuk menyediakan pelayanan yang dapat memuaskan kepada
publik dengan cara paling efisien

Pemerintah wajib untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan
suasana yang menunjang kegiatan masyarakat Kegiatan masyarakat dan pemerintah
harus saling mengisi, saling menunjang, dan saling melengkapi dalam kesatuan
langkah dalam menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berdasarkan
kemitraan, saling percaya, dan saling menghormati dalam melakukan terobosan.

Jadi jelas kiranya bahwa self assessment system itu mewajibkan wajib pajak
mendalami peraturan perpajakan agar wajib pajak dapat menhitung sendin besarnya
puajak yang terutang dengan baik. Jika ia tidnk menguasai peraturan perpajakan maka
i tidak mungkin menghitung pajaknya sendiri yang terutang dengan baik atau
mungkin wajib pajak akan melakukan perhitungan yang kurang tepat atau wajib pajak
dapat menempuh jalan lain, dengan meminta bantuan konsultan pajak atau konsulen
pajak yang profesinya memang memberikan bantuan kepada wayjib pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan dimasukannya self
assessment system kedalam pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan tidak dapat berjalan dengan baik terbukti dengan adanya beberapa orang
yang melakukan jual-beli di bidang pertanahan tidak melakukan sertifikasi atas tanah

Kiv
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vang baru diperolehnys. Dilain pihak penerimaan negara disektor perpajakan
memang semakin meningkat, walaupun disana-sini masih banyak terjadi kekurangan
bahkan dirasakan adanya hambatan-hambatan sehingga penerimaan pajak menjadi
tidak lancar. Untuk meningkatkan penerimaan pajak maka pelaksanaan self
assessment system dengan segala kekurangan dan dengan bermacam-macam
hambatannya, hendaknya dapat dipergunakan sebagai alat pemacu untuk

meningkatkan penerimaan negara disektor perpajakan

Penyusun

X
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Hampir dalam setiap proyek yang dilakukan oleh pemerintah selalu
didengungkan bahwa proyek yang dilakukan dibiayai oleh dana pajak yamg
dikumpulkan dari masyarakat Untuk itu, diharapkan masyarakat juga ikut menjaga
proyek yang yang ada untuk dapat dipakai untuk kepentingan bersama.

Berkaitan dengan itu sudah selayaknya apabila setiap individu dalam
masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan peran pajak dalam
kehidupan sehari-hari.

_ Penerimaan dalam sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber
penerimaan terbesar negara maupun daerah dari tahun-ketahun penerimaan pajak
terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara.Penerimaan
dari sektor pajak selalu dikatakan menjadi primadona dalam melaksanakan
pembangunan nasional dan daerah. Sedangkan penerimaan dari sektor migas yang
dahulu sejuk Pelita 11 hingga Pelita V selalu menjadi andalan dalam penenmaan
negara kini sudah tidak bisa begitu diharapkan lagi secara terus menerus karena
sifatnya yang tidak dapat diperbaharui.

Penerimaan negara dari sektor pajak dalam tahun 2003-2004 terus meningkat

secara berturut-turut 13,3 triliun rupiah (2001), 17,3 triliun rupiah (2002),17,1 triliun
rupiah (2003), 27,1 triliun rupiah (2004), dilain pihak tunggakan juga semakin
meningkat begitupun penerimaan dacrah.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini
penyusun mengambil judul “PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM
DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI SEKTOR
PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN"
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1.2. Rumusan Masalah

1.

b

Apakah pencrapan Self Assessment System akan dapat berjalan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) UUKUP Nomor 16 Tahun
2000 7

Apakah pencrapan Self assessment system pada sektor pajk daerah menurut
undang-undang Nomor. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan cukup berhasil ?

Apakah dengan membenikan pelayanan yang prima akan dapat memngkatkan
pendapatan daerah dari sektor perpajakan ?

Adakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya-upaya untuk

meningkatkan pendapatan daerah 7

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mencapal gelar

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

1.3.2 Tujuan Khusus

L

b

Untuk mengetahui apakah dengan masuknya SAS dalam sistem pembayaran
pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, akan secara otomastis
berjalun sesuai degan ketentuan dalam pasal 4 (1) UUKUP No. 16 Tahun
2000,

Untuk  mengetahur  apakah  dengan penerapan SAS ini akan dapal
mendorong peningkatan pendapatan ashi daerah.

Untuk mengetahui apakah dengan pelayanan yang prima akan dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak BPHTB,

Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam upaya
peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak BPHTB,
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1.4. Metode Penulisan.

Nilai iimiah dani skripsi dapat dapat diperoleh dengan menggunakan metode
yang benar, artinya metode penulisan yang dapat digunakan untuk memecahkan
permasalahan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat
dibagi dalam 3 (tiga) jenis metode, yaitu:

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah
pendekatan yuridis normatif yaitu penulis dalam hal ini menelaah peraturan-peraturan
hukum yang berlaku dan mengikat terutama yang berhubungan dengan permasalahan
yang dibahas dalam skripsi ini atau lazim disebut penehitian doktnnal. Kemudian
dalam penulisan ini juga diadakan pemeriksaan yang cukup mendalam trhadap fakta
hukum vang ada,

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yeng digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data
primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang
diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kesemuanya bersifat mengikat
yang dalam penyusunan Skripsi ini penyusun  menggunakan undang-undang
Nomor.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan
dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang
biasanya disediakan di perpustakaan,

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang ada hubungannya
dengan obyck masalah, instrumen atau alat pengumpulan data memegang peranan
penting karena jika alat-alat yang digunakan salah atau tidak sesual dengan kondisi
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yang ada, maka menghasilkan data yang salah pula, Maksudnya jika data yang
diperoleh tidak sesuai dengan pokok permasalahan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi
pustaka yang dalam hal ini diperlukan mencari landasan teori yang sesuai dengan
pokok permasalahan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa buku-
buku,peraturan perundang-undangan serta karya tuhs lainnya yang berhubungan
dengan penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data terhadap penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan
metode kualitatif, yaita setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk
uraian yang logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoeh kejelasan
penvelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulam secara induktif, yaitu dani hal

yang bersifat khusus ke yang bersifat umum

————— W
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.

Direktorat Jenderal Pajak menctapkan tahun 2003 scbagai tahun Jaw
enforcement atuu penegakan hukum, sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan
terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penagihan aktif dengan sita, lelang,
pencegahan dan penyanderaan atau penerapan sandera. (Bisnis Indonesia, 22
desember 2003).

Dilaksakan penagihan secara aktif termasuk penyanderaan / paksa badan atau
gijzelingoleh Direktorat Jenderal Pajak, pada sisi lain diimbangi dengan pula dengan
pemberian reward bagi wajib pajak yang melaksanakan pemenuhan kewajiban
perpajakan dengan baik berupa pengurangan utang pajak, pengurangan sanksi atau
bunga dalam pelaksanaan perpajakan. (Bisnis Indonesia, 22 Desember 2003).

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan bersama Menteri keuangan dan Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-92,UM.01 Tahun 2002 dan Nomor
294/KMK.03/2003 tentang tata cara Penitipan dan disandera di Rumah Tahanan
Negara dalam rangka penagihan pajak dan surat paksa, semakin memperkuat dasar
pelaksanaan paksa badan terhadap wajib pajak penunggak yang non kooperaiif,
(Bisnis Indonesia, 22 Desember 2003). Pencrapan sandera atau gijzeling (paksa
badan) hanya untuk wajib pajak yang benar-benar tidak kooperatif atau tidak
memiliki itikad baik cdalam melunasi tunggakan pajaknya dan mencapai tunggakan
diatas Rp. 100 juta Seperti halnya kasus yang menimpa seorang importir PT EIl
bennisial JI Warga Nogara Indonesia dikenakan sandera, dengan tunggakan sebesar
Rpl1 Miliar. Namun JI belum juga masuk LP Cipinang, karena ketika petugas pajak
dan kepolisian hendak membawanya ke LP Cipinang JI tidak berada dirumahnya dan
pada tanggal 24 Oktober 2003 wakil keluarga JI memintra pembatalan penyanderaan

J1 serta bermaksud menyelesaikan tunggakan pajak JI tersebut (Kompas, 25 Oktober
2003).
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Hingga Desember 2003 Dircktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan
setidaknya 42,489 lembar surat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
membayar pajak. Selain 1tu Dircktorat Jenderal Pajak dalam rangka penagihan
tunggakan pajak, juga telah mengeluarkan surat sita 3.001 lembar, pemblokiran
rekening kepada 143 wajib pajak dan pencekala 71 wajib pajak. (16 Januari 2004 klik
pajak.com),

Pada tahun itu (2002), 402 jurusita yang tersebar diseluruh KPP di Indonesia
menerbitkan 342.553 surat teguran kepada wajib pajak, 52.549 surat paksa, 4.207
Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan (SPMP), dan 105 pengumuman lelang
Hasilnya cukup fantastis, Rp. 6,7 triliun, dan $ 14.750 juta tunggakan pajak cair.

2.2 Dasar Hukum.
Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah -

1. undang-undang Dasar 1945, Pasal 23 a
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dalam undang-undang.

2. undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-
undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor, 126

3, undang-undang Nomor. 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-
undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

4. undang-undang Nomor, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemernintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
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2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pajak

2.3.1.1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak.

1. Pengertian Pajak

Sekedar untuk perbandingan, berikut im disajikan definisi dari beberapa sarjana,

yang dimuat secara kronologis, yaitu : _

L. Menurut P.J.A. Adriani (Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam)
Pajak adalah uran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh
wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapal prestasi kembali, vang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya
adalah untuk meny:lenggarakan pemerintahan (Brotodiharjo,1986:8)

2. Menurut Leroy Beaulieu.
Pajak adalah pungutan yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang
dipungut oleh pemerintah kepada penduduk atau barang, untuk membiayai
pengeluaran pemerintah.

3. Menurut Soeparman Soemahamidjaja
Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang
dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.(Brotodiharjo, 1986:8)

2.Pengertian Hukum Pajak

Berbicara mengenal pengertian atau definisi hukum  pajak seperti halnya
pengertian atau defimsi hukum lainnya banyak sekali pendapat-pendapat para ahli,
Namun disini akan dikemukakan dari dua orang ahli yaitu -
Menurut Rochmat Soemitro Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-
peraturan yang mengatur hubungan antara pemenntah sebagai pemungut pajak dan
rakyat sebagai pembayar pajak Sedangkan menurut R Santoso Brotodiharjo Hukum
Pajak adalah sekumpulan dan  peraturan-peraturan vang meliputi  wewenang
pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada
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masyarakat dengan melalw kas negara, sehingga menjadi suatu bagian dan hukum

publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan atau orang-orang atau

badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya disebut Wajib
Pajak.

2.3.1.2. Fungsi Pajak

Pajak dalam masyarakalt mempunyai dua fungsi, yaitu fungs: budgeter atau

fungsi finansial dan fungsi regulerend atau fungsi mengatur. Namun dalam

perkembangannya fungsi pajak tersebut menambah dua fungsi lagi yaitu fungsi

demokrasi dan fungsi retribusi, yang mempunyai pengertian scbagai berikut

Fungsi Budgeter atau fungsi finansial,

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-
banyaknya kedalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negars atau dengan kata lamn fungsi budgeter adalah fungsi pajak
sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran
negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur

Fungsi regulerend adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam
masyarakat dibidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan
pemenintah, Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk
mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi
regulerend ini umumnya dapat kita lihat dalam sektor swasta.

Fungsi demokrasi

Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan
atau wujud dan gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan
demi kesejahteraan masyarakat. Fungsi demokrasi pada masa sckarang ini sering
diknitkan dengan hukum sescorang apabila akan mendapatkan pelayanan
pemerintah,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4 F ungs_i retribusi.

Fungsi retnbusi adalah fungsi yang menekankan pada unsur pemerataan dan
keadilan dalam masyarakat. Hal im dapat dilihat dan tanf pajak progresif yang
mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan

lebih besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai

penghasilan lebih sedikit.

2.3.1.3. Jenis-jenis pajak

Terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak, vang dibagi dalam kelompok-

kelompok besar yaitu :

I. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua jenis (Mardiasmo,2002:5) yaitu:

Pajak Langsung.

Pajak langsung menurut pengartian secara ckonomis adalah pajak yang
bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak vang bersangkutan dan tidak
bolch dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian secara administratif,
pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

Contoh : Pajak penghasilan (PPh)

Pajuk Tidak Langsung.

Pajak tidak langsung mempunyai pengertian secara ckonomis adalah pajak
yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam
pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut
setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,
misalnya pembuatan akte, penyerahan barang,

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
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2. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua jenis (Mardiasmo,2002:6) yaitu :

a. Pajak yang bersifat perorangan atau pajak subyektif
Pajak perorangan atau pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya
memperhatikan keadaan atau kondisi dari wajib pajak, misalnya pajak
penghasilan orang pribadi.

b. Pajak yang bersifat kebendaan atau pajak obyektif.
Pajak kebendaan atau pajak obyektif adalah pajak yang dalam pengenaannya
hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja baik berupa benda, perbuatan,
dan penstiwa. Misalnya @ Bea materai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penghasilan Badan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3. Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokan kedalam 2 (dua) jenis

(Mardiasmao, 2002 :6) vaitu -

a. Pajak pusat.
Pajak pusat adalah pajak vang dipungut oleh pemenntah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 20
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Pajak daerah.
Pajak daerah adalah pajak vang dipungut oleh pemenntah daerah dan
digunakan untuk rumah tangga daerah, terdin dani pajak propinsi vaitu pajak
kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan
bermotor, pajak kabupaten yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,
pajak reklame, dan pajak penerangan jalan,

2.3.1.4. Asas dan sistem pemungutan pajak.
1. Asas pemungutan pajak.
Dalam hukum pajak dapat dibagi menjadi tiga (Hamdan Aini, 1993:4) yaitu:
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a. asas wilayah (territorial);
Pemungutan pajak berdasarkan atas domusili, seseorang bertempat
tinggal.

b. asas kebangsaan (nasionalitas);
Asas ini berarti dimanapun seseorang berada dapat ditunjuk sebagai
wajib pajak, apakah seseorang tersebut berada didalam maupun diluar
neger.

¢. asas sumber.
Pemungutan pajak berdasarkan pada adanya suatu sumber disuatu
negara. Negara vang berhak memungut pajak adalah negara dimana
sumber tersebut berada.

2. Sistem pemungutan pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak terdapat beberapa cara untuk memungut
pajak yang dalam bahasa belanda discbut “ste/sel™ atau “system™. Pungutan (heffing)
dapat dipungut dimuka (vearheffing) atau dipunut dibelakang (naheffing). Dalam
literature sistem pemungutan pajek ini dibedakan dalam 3 (tiga) macam “stelsel”
system yaitu
1. stelsel anggapan atau stelsel fiksi.

Ini berdasarkan pungutan pajak pada suatu anggapan atau fiksi hukum yang
sebenarmya kurang sesuai dengan keadaan yang sungguhnya. Dasar vang dapat
digunakan scbagai pegangan yang mendekati keadaan yang sebenarnya.
2. stelsel pajak riil.

Sifatnya lebih dari pada pungutan pajak yang didasarkan pada fiksi. Stelsel ril im
lwuannya adalah mengenakan pungutan vang didasarkan pada keadaan atau
penghasilan yang mil, artinya penghasilan yang diperolch atau diterima
sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.
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3. stelsel campuran.
Stelsel fiksi jarang memuaskan, maka timbul stelel campuran sebagai peralihan
sebulum diterapkannya stelsel riil. Stelsel ini letaknya diantara stelsel fiks: dan
stelsel riil.
Stelsel campuran ini pada mulanya menerapkan stelsel fiksi, sehingga pada awal
tahun sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak yang fiktf, dan kemudian pada
akhir tahun pajak dihitung kembali dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenamya

2.3.2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2.3.2.1. Subyek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperolch hak atas
tanah dan atau bangunan. Subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak
menjadi wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menurut Undang-
undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2.3.2.2. Obyek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Obyek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak
atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan itu
meliputi :

1. Pemindahan hak karena :
Jual-Beli ;
Tukar-menukar |
Hibah ;

Hibah Waris |

Waris |

F p

¢ & o

i

Pemasukan dalam perseroan atau badan huku lainnya |

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan ¢

T ®

Penunjukan pembeli dalam lelang ;

—

Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai ketetapan hukum tetap;
J. Penggabungan usaha


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

13

k. Pemekaran usaha
l. Hadiah.

2. Pemberian hak baru karena
a. Kelanjutan pelepasan hak ;
b. Diluar pelepasan hak.

2,3.2.3, Tidak termasuk Obyek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Obyek pajak vang tidak dikenakan Bea Perolchan Hak atas Tanah dan

Bangunan adalah obyek yang diperoleh :

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik |

2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan
guna kepentingan umum |

3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan
menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diluar
fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut ;

4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain
dengan tidak adanya perubahan nama ,

5. Orang pribadi atau badan, karena wakaf |

6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah,

2.3.2.4. Dasar Pengenaan Pajak.
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP), NPOP

ditentukan sebesar
. Harga transaksi, dalam hal Jual-Belh |
2. Nilai pasar obyek pajak, dalam hal .

. Tukar-menukar ¢

b. Hibah ;

¢. Hibah Wans ,

d. Waris ,

I —
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Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya ;
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan ;
Pembenan hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

@ oo

Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak ;

-

Peralihan hak karena putusan hakim yang mempunyai ketetapan hukum tetap:
}.  Penggabungan usaha ;
k. Peleburan usaha :
. Pemekaran usaha ;
m. Hadiah

3. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang, dalam hal : penunjukan
pembeli dalam lelang.

4. Nila Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila besarnya
NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atay NPOP
lebih rendah daripada NJOP PBB

2.3.2.5. Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Besarnya  NPOPTKP  ditelapkan  secara  regional paling banyak  Rp.
60.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kecuali dalam perolehan hak karena waris, atau
hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami / istri, Nilai Perolehan Obyek pajak
Tidak Kena Pajak difetapkan secara regional paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan
dapat diubah dengan Peraturan  Pemerintah  dengan mempertimbangkan
perkembangan harga umum tanah dan atu bangunan.
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2.3.2.6. Tarif Pajak.

Besamya tarif pajak ditetapkan sebesar 5%.
Cara menghitung Bea Perolehan Hak atas Tanzh dan Bangunan :

BPHTB = Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak = Tarif

= (NPOP — NPOPTKP) x 5%

2.3.3. Kedudukan Hukum Pajak.
2.3.3.1. Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak.

Hukum Pajak disebut juga hukum fiskal, adalah keseluruhan peraturan-

peraturan yang melipuli wewenang pemenmtah untuk mengambil kekayaan seseorang

dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia

merupakan bagian dann hukum publik,yang mengatur hubungan-hubungan antara

negara dengan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar

pajak (Mursidi, 96:36). Dalam pembagiannya hukum pajak dapat dibagi menjadi 2

(dua) bagian vaitu :

I

Hukum Pajak Materiil,

Hukum Pajak Materiil memuat norma-norma, yang menerangkan keadaan-
keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa  hukum yang harus
dikenakan pajak, siapa yang harus  dikenakan pajak, berapa  besamya
pajak hapusnya hutang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan
wajib pajak. Juga termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang memuat
kenaikan-kenaikan, denda-denda, hukuman-hukuman serta cara-cara tentang
pembebasan-pembebasan dan pengembalian pajak, juga ketentuan-ketentuan yang
memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak Formil adalahperaturan-peraturan mengenai cara-cara untuk

mengimplementasixan hukum matenil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum
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ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapa suatu hutang pajak,
pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib
pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak
ketiga dan prosedur dalam pemungutannya, Hukum ini bertujuan untuk
melindungi fiskus dan wajib pajak umtuk memberi jaminan bahwa hukum
materiilnya dapat diselenggarakan secara tepat.

2.3.3.2.Kedudukan Hukum pajak dan Hubungannya dengan Hukum lain
Menurut Rochmat Soemitro hukum pajak mempunyai kedudukan di antara

hukum-hukum sebagai berikut -

l. Hukum Perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang
lain.

2. Hukum Publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum
ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
a. Hukum Tata Negara
b. Hukum Tata Usaha Negara
¢. Hukum Pajak
d. Hukum Pidana.
Dengan demikian hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik

3. Hukum perdata yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan
antara orang-orang pribadi, hukum pajak sangat banyak sekali sangkut pautnya
dengan hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan hukum pajak
mencari dasar pemungutannva atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan
perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti -
pendapatan, kekayaan, peranjian penyerahan, pemindahan hak karena
pewarisan Menurut Paul Schdten Guru Besar pada Universitas Amsterdam,
bahwa hukum-hukum perdata harus dipandang sebagai hukum yang meliputi
segala-galanya, kecuali hukum publik telah menetapkan peraturan yang
menyimpang dari padanya. Menurut W. F. Prins (bekas Guru Besar pada
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Universitas Indonesia dalam Hukum Pajak), mengatakan bahwa hubungan erat ini
sangat mungkin, karena banyak digunakan istilah-istilah hukum perdata dalam
perundang-undangan pajak, walaupun sebagai prinsip harus dipandang teguh
bahwa pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu dianut oleh hukum
pajak

2.3.4. Hutang Pajak
2.3.4.1. Timbulnya Hutang Pajak
Ada dua ajaran mengenai timbulnya hutang pajak yaitu :

Pendapat Materul.

Hutang pajak timbul karena adanya undang-undang pajak dan peristiwa, keadaan,
atau perbuatan, dan tidak menunggu pihak fiskus atau pemerintah. Sesuai dengan
gjaran maternl i, Sesuai dengan ajaran materiil imi saat terutangnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini adalah pada saat tanggal terjadinya
peralihan hak atas tanah dan bangunan dan satu individu atau badan (hukum) ke
individu atau badan (hukum) yang lain.

Pendapat Formil.

Hutang pajak timbul karena ada ketetapan pihak pemungut pajak yaitu
pemerintah atau aparatur pajak, sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya
surat ketetapan pajak.

2.3.4.2. Berakhirnya Hutang Pajak.

Setiap perikatantermasuk pula pada hutang pajak,pada wakiunya akan

berakhir, dan berakhirnya int pertama-tama dischbabkan adanya pembayaran oleh

pihak wanb pajak yang dapat dikenakan langsung pada saat terjadinya peralihan hak
tersebut.
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2.3.4.3. Penagihan Hutang Pajak

Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) langkah sebagai

berikut :

1.

penagihan pasif

a. Penyerahan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).

b. Apabila belum berhasil, penagihan dapat dilakukan dengan Surat Teguran.

penagihan Akufl

Penagihan dengan menggunakan surat paksa, dilanjutkan dengan tindakan sita

termasuk juga lelang dan sandera.

2.3.5. Perlawanan Pajak.

Perlawanan pajak adalah hambatan dalam pemungutan pajak baik yang

disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha
para wajib pajak yang disadan maupun tidak disadan telah mempersulit pemasukan

pajak sebagai salah satu sumber penenmaan negara. Perlawanan pajak dapat

dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu -

perlawanan pasif.

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan
pajak dan yang erat hubunganya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan
perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan tekhmk pemungutan
pajak

perlawanan akul

Perlawanan aktf meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung
dityyukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindan pajak. D antaranya
dapat dibedakan sebagai berikut :
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a. Penghindaran din atas pajak ;
b. Pengelakan atau penyelundupan pajak ;
¢, Melalaikan pajak.

2.3.6. Peradilan Dalam Hukum Pajak.

Dalam membicarakan tentang hubungan antara hukum pajak dengan hukum
pidana telah kita ketahui, buhwa sebagian dan peradilan dalam hukum pajak, yaitu
peradilan pidananya ternyata ada vang disclenggarakan oleh hakim (pidana) biasa.

Penyelesaian sengketa harus memenuhi syarat-syarat formal. Jika wajib pajak
melanggar peraturan {ormal, tetapi tidak melanggar peraturan matenilnya, sehingga
negara tidak dirugikan maka tindakan yang diambil fiskus cukup hanya membenkan
petunjuk dan tidak perlu menjatuhkan sanksi. Namun jika pelanggaran tetap
dilakukan, walaupun sudah diberi petunjuk maka fiskus dapat menjatuhi sanksi dan
wajib pajak dapat menyelesaikannya dengan upaya hukum pajak.

Dalam hukum pajak kita kenal 2 (dua) macam hukuman, yaitu :

a Hukuman Admimstrasi (Tata Usaha)
Hukuman administrasi yang membenkan fiskus sendin, dan umumnya terdin atas
tambahan-tambahan atas pajak yang terutang seperti yang ditetapkan dalam
ketetapan UUKUP.

b. Hukuman Pidana atau Strafrechrelijk.
Hukuman vang dibenkan oleh hakim dan dapat berupa denda sejumlah uang
alaupun suatu hukuman penjara, bergantung pada beratnya peristiwa yang dapat
dikenakan hukuman
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PEMBAHASAN

3.1 Self Asssessment System berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) UUKUP
Nomor, 16 Talhun 2000,

Pajak scbagai salah satu penerimaan utama pusat maupun dacrah untuk
mengadakan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri
berdasarkan  prinsip  kemandirian Peningkatan  kesadaran masyarakat  dibidang
perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif
masyarakat serta pemshaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan
peraturan perundang-undangan,

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang  Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini adalah Undang-undang Nomor 21 tahun
1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000
undang-undang ini menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor
291. Undang-undang dasar 1945 sebagaimana didalamnya tertuang kelentuan yang
menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya dan menempatkan kewajiban
perpajakan sebagai kewapiban kenegaraan dan merupakan sarana peran . serta
masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional maupun daerah.

Falsalah dan landasan vang menjadi latar belakang dari Undang-undang Dasar
i fercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme
pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri
dalam sistem perpajakan Indonesia karena ketentuan Undang-undang Dasar 1945 ini
akan menjadi “ ketentuan umum *“ bagi perundang-undangan perpajakan lainnya.

Cin dan corak tersendiri sistem pemungutan pajak tersebut adalah -
pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak
untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang

diperlakukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional

20
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Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak  sebagai
pencerminana  kewajiban dibidang perpajakan berada pada angpota
masyarakat wajib pajak sendiri.

Anggota masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat
kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga
melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan
dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami olch
anggota masyarakat wajib pajak,

Sederhana, baik dalam jumlah dan jenis pajaknya, tarif serta sistem
pemungutannya.

Mencerminkan asas pemerataan dalam pengenaan dan pembebanannya,
Memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun aparat
perpajakan,

Menutup  kemungkinan penggelapan pajak dan penyalahgunaan
wewenang.

Mendorong dan memberikan pengaruh positif pada kegiatan ekonomi dan

bisnis,

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan

penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri dan

melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan vang telah dibayar
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan
sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib

pajak dan birokrasi yang terlalu rumit dapat dihindan.

Melihat pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan

nasional dan globalisasi dan reformasi diberbagai bidang, dan setelah mengevaluasi
perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan selama 5 (lima) tahun
terakhir, khususnya Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
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maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna

menungkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan

pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi.

Perubahan undang-undang tentang Bea Perolchan Hak atas Tanah dan
Bangunan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut
secara universal vaitu keadilan, kemudahan, atau efisiensi admimistrasi dan
produktifitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan self assessment

Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kepastian hukum keadilan,
kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempumaan Undang-undang perpajakan ini
mengacu pada kebijaksanaan pokok sebagai berikut : (Gunadi, 97 ; 4)

8. Menwu kemandinan bangsa dalam pembiaynan negara dan pembiayaan
pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak.

b. Menunjang usaha pembanguinan secara merata,mendorong investasi secara
merata diseluruh wilayah republik Indonesia, terutama mendorong pembangunan
didaerah terpencil yang selama ini dirasakan terbelakang atau terlambat
perkembangannya, baik dalam rangka pemerataan pembangunan dan
pendayagunaan sumber daya alam maupun dalam rangka penerimaan pajak ;

¢. Menunjang usaha peningkatan eksport, terutan eksport non-migas, barang hasil
olahan, dan jusa konstruksi dalam rangka meningkatkan perolehan devisa ;

d. Menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan potensinya,
dan dalam rangka pengentasan sebagian masyarakat dari kemiskinan :

o

Menunjung uasha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan

tehnolog: |

f. Menunjang usaha pelestarian ckosistim, sumber daya alam, dan lingkungan hadup

g Menunjang usaha peningkatan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam
pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya |

h. Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan bersih,

peningkatan pelayanan kepada wajib pajak termasuk penyederhanaan dan
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kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan
pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, serta
peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yvang berlaku.

Berpegang teguh pada asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan

kesederhanaan, arah dan tujuan penyempurnaan undang-undang i adalah sebagai
berikut :

a.

Menampung tatanan dan perilaku ckonomi masyarakat dengan tetap berpedoman
pada tujuan pembangunan nasional dibidang ekonomi yang bertumpu pada
kemandirian bangsa untuk membiayai pembangunan dengan sumber pembiayaan
yang berasal dari penerimaan pajak.
Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pelaku
ekonom: untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional sesuai
dengan kewajibannya.

Berdasarkan pada arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Nomor 21

Tahun 1997 tersebut,maka pokok-pokok perubahan tersebut sebagai berikut :
a. Memperluas obyek wajib pajak untuk mengantisipasi terjadinya peolehan hak atas

b.

tanah dan atau bangunan dalam bentuk dan terminologi yang baru;

Meningkatkan disiplin dan pelayanan kepada masvarakatserta pengenaan sanksi
kepada pejabat dan Wajib pajak yang melanggar;

Memberikan kemudahan dan perlindungan hukum kepada wajib pajak dalam
melaksanakan kewajibannya;

Menyesuaikan ketentuan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) dan Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat
dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
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Sistem Self Assessment itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan
ada pada diri wajib pajak yaitu :
Tax Consciowsnees atau kesadaran pajak wajib pajak.

a
b. Kejujuran wajib pajak.

o

Tax Mindedness wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.

d. Tax Disciplin, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan
pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendinnya memenuhi
Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti
memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya dan
sebagainya tanpa diperingatkan untuk melakukan it

Sitem self assessment ini baru akan berhasil dengan baik apabila syarat-syarat
seperti lersebut diatas dapat dipenuhi. Wajib pajak tidak atau belum dengan
sendirinya dapat melaksanakan syarat-syarat tersebut diatas, maka masih banyak
diperlukan campur tangan pemenntah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dalam
berbagai bentuk antara lain, penyuluhan, pembinaan, bimbingan, serta pengawasan.

Sistem yang berlaku sckarang SAS lebih memandang wajib pajak sebagai
subyek dan bukan sebagai obyek semata. Hak dan kewajiban wajib pajak menurut
Undang-undang sekarang sama dengan [iskus. Jelas bahwa pemungutan pajak pasca
reformasi perpajakan, telah memberi kepercayaan lebih besar kepada wajib pajak
untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu jaminan dan kepastian
hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak terasa lebih
diperhatikan.

Menurut pendapat penyusun tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa
Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga dapat melaksanakan self assessment ini
dengan baik. Untuk melakukan ini dibutuhkan beberapa waktu, sehingga self
assessment 1l dapat segera memenuhi harapan kita. Campur tangan pemenntah
selama ini masih harus dilakukan secara intensif.

Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakukan
self assessment memberikan konsekuensi yang berat kepada wajib pajak, artinya jika
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wajib pajak tidak memenuhi kewajihan yang dipikulkan kepadanya, maka sanksi
yang dibebankan akan lebih berat daripada biasanya.

Kebijakan perpajakan merupakan landasan sebuah sistem perpajakan.
Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan alasan-alasan pemenntah  untuk
memungut pajak dengan jenis fertentu, seperti bea masuk, pajak penghasilan, dan bea
perolehan hak Kebijakan-kebijakan perpajukan juga dapat menjelaskan mengapa
pemerintah mengatur urusan pajak dengan cara tertentu. Tidak tujuan kebijakan yang
pada umumnya dinyatakan sebagai pengaruh-pengaruh mendasar pada struktur sistem
perpajakan yaitu ;

1. Keadilan.

Sistem perpajakan yang dianggap adil meningkatkan rasa hormat bagi pemerintah
pemungut pajak. Dilain pihak, tidak adanva suatu keadilan dalam sistem
perpajakan dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan bagi pemerintah
yang bersangkutan karena masyarakat cenderung memberikan tanggapan secara
langsung dan kadung-kadang secara kasar terhadap pajak yang dianggap tidak
adil. Apabila pajak dianggap tidak adil, masyarakat akan enggan mematuhinya
secara sukarcla. Kurangnys kepatuhan secara sukarela kemudian akan
mengurangi persepsi masyarakat membayar pajak tentang keadilan dari sistem
pajak yang akan mengakibatkan semakin menurunnya tingkat kepatuhan secara
sukarelo. Pajak yang lebih membebani orang miskin daripada orang kaya
dianggap sebagai  pajak  “regresif” dan biasanya dianggap tidak adil
Kekhawatiran tentang masulah keadilan telah memberikan pengaruh vang sangat
besar pada reformasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan
dibanyak negara selama tiga dekade terakhir ini.

2. Efesiensi,
Sebagai tujuan dari reformasi perpajakan efisiensi sebenarnya memiliki ntign
makna yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan Pertama, efisiensi dapat
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mengindikasikan kekhawatiran tentang upaya yang meminimalkan distorsi yang
ditimbulkan oleh pajak dalam perilaku ekonomi. Pengertian efisiensi yang kedua
ini mengacu pada upaya-upaya untuk mengarahkan perekonomian ke arah
lertentu sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi, menigkatkan tabungan dan
infestasi, serta meningkatkan daya saing global. Pengertian ketiga dan efisiensi
dapat mengindikasikan bahwa perubahan pada perundang-undangan perpajakan
dimaksudkan untuk menjadikan pengenaan pajak dan proses penagihannya lebih
mudzh dan lebih efektif bagi wajib pajak maupun bagi pemerintah di indonesia,
pengenaan potongan pajak yang besar pada pembayaran keluar negeni dirancang
untuk mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan asing yang
memiliki kegiatan usaha dan infestasi didalam negeri.

3. Kesederhanaan,
Keluhan yang dapat ditemui dihampir seluruh penjuru dunia tentang sistem
perpajakan adalah bahwa sitem perpajakan terlaly rumit. Manfaat yang paling
penting dari kesederhannan dalam kebijakan perpajakan adalah untuk mencapai
transparansi yang lebih luas dalam perundang-undangan dan prosedur perpajakan.
Untuk meningkatkan keadilan dan mencapai efisiensi beban pajak harus mudah
dipahami dan prosedur pemungutan pajak harus Jelas dan mudah dimengerti Hal
tersebut pada umumnya  ditafsirkan menjadi sistem perpajakan yang lebih
sederhana, bukan peraturan perpajakan yang rumit dan tidak transparan,
Kederhanaan sering dikatakan sebagai alasan untuk melakukan reformas:
pajak, kesederhanaan itu sendini pada umumnya bukan tujuan yang sebenamya.
Tuuan yang sebenarmya adalah untuk meningkatkann keadilan atau efisiensi, dan
kesederhanaan hanya merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang
sebenarmnya. Menyederhanakan sistem perpajakan dengan demikian dapat membuat
sistem tersebut lebih efisien dalam artian bahwa dalam pelaksanaan maupun
kepatuhannya mungkin lebih mudah dan lebih murah.
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Salah satu fitur yang paling penting dalam sistem perpajakan di Indonesia
adalah rendahnya “upaya perpajakan” dibandingkan dengan negara-negara lain,
Pemerintah Indonesia mendapatkan pendapatan dari sektor perpajakan yang sangat
kecil jumlahnya. Dibandingkan dengan negara lain, eropa misalnya pendapatan dan
sektor perpajakannya setara dengan 37.3 persen dari PDB, di tiga negara ASEAN
yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailan nilai rata-ratanya diatas 21 persen sedangkan di
Indonesia  pendapatannya dari sektor perpajakannya hanya berkisar antaral2-13
persen dani PDB.

Dengan menerapkan sistem self assessment dalam sistem perpajakan di
Indonesia, perundang-undangan perpajakan yang baru memberikan dua fasilitas yang
utama, Walaupun bersifat abstrak yang memang tidak mudah untuk dipahami dan
dirasakan, meskipun nilainya sangat tinggl. Kedua fasilitas yang dimaksudkan
tersebut adalah pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dan memberikan tempat yang
terhormat sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan kenegaraan bagi yang
melaksanakan kewajiban perpajakannya

Dalam hal pemberian kepercayaan tersebut, secara umum wajib pajak
dianggap baik dan jujur. Oleh sebab jtu, tugas aparat perpajakan lebih ditekankan
pada pembinaan, bimbingan, pelayanan, dan pengawasan atau dengan perkataan lain
memberikan bantuan kepada wayib pajak.

Dalam pelaksanaan self assessment ini, meningkatkan kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu dilakukan pengawasan, Tugas
pelaksanaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagal pelaksana tugas perpajakan,
antara lain dilaksanakan dengan melukukan pemeriksaan terhadap wayib pajak, untuk
mencan, menumpulkan, dan mengolah data dan atau tujuan lain dalam rangka
pelaksanaan perundang-unmdangan perpajakan,

Pemeriksaan dalam hal ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan sebagm
timbal balik dari pajak. Tanpa pemeriksaan wajib pajak akan leluasa berbuat
sekehedak hatinya, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak
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lain yang patuh. Pemeriksaan dalam self assexment harus dilaksanakan, karena belum
ada suatu jaminan bahwa wajibh pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya

dengan batk sebagaimana mestinva menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku

Kalau dibandingkan dengan sistem pajak lama dengan sistem pajak baru

(berkait dengan self assessment system)), maka:

ke

Pajak yang ditentukan sendiri oleh wajib pajak dalam sistem perpajakan yang
baru mengandung unsur keadilan, karena wajib pajak sendirilah yang mengetahui
tentang berapa besurnya pajak yang harus dibayarkan
Aparatur perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru lebih berfungsi sebagai
pengendali dan pengawas terhadap pelaksanaan Undang-undang
Sistem  menghitung dan membayar pajak sendin akan mendorong tingkat
kesadaran membayar pajak oleh masyarakat, schingga dapat menambah jumlah
wajib pajak. Pada gilirannya nanti sudah tentu diharapkan dapat meningkatkan
penerimaan negara dan sektor perpajakan.

Di Indonesia terdapat 4 (empat) system pemungutan pajak terhitung sejak

sebelum tahun 1968 sampai dengan sekarang (setelah adanya tax reform 1984)
Adapun uraiannya sebagai bertkut :

1.

Official  assessment system  adalah  suatu system pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada aparat pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang harus dibayarkan (pajak terhutang) oleh seorang wajib pajak.
Semi assessmeni system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan
wewenag kepada fiskus dan wajib pajak  uniuk menentukan besarnya pajak
terhutang seorang wajib pajak. Pada system ini setiap awal tahun pajak, wajib
pajek menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan
yang merupakan angsuran bagt wajib pajak yang harus disetor sendin. Kemudian
baru pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya pajak yang terhutang

sesungguhnya berdasarkan data yang dikirimkan oleh waijib pajak.
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3. Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan
wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menvetorkan,
melaporkan sendini besarnya hutang pajak. Dalam system ini wajib pajak yang
aktif, sedangkan fiskus hanya turut campur dalam menentukan besrnya pajak
terhutang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

4. With holding system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong maupun memungut besamya
pajak yang terhutzng Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya
menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Dalam hal ini fiskus dan wajib pajak
tidak aktif. Fiskus bertugas hanya mengawasi saja pelaksanaan pemotongan dan
pemungutan pajak vang dilakukan oleh pihak ketiga.

3.2 Penerapan SAS pada sektor pajak dacrah menurut UU No. 20 Tahun 2000
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Aktifitas di bidang perpajakan yang menyangkut aparat maupun wajib pajak
dan masyarakat perlu mendapatkan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang tanf
BPHTB dan dasar pengenaan pajak tersebut karena apabila tarif dan dasar pengenaan
pajak tersebut dapat diketahui dan dipahami dengan baik akan memudahkan
kelancaran aktifitas semua pihak yang menyangkut tentang pajak.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran
pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, Namun dalam
kenyataannya masih banyak ditemui adanya tunggakan pajak yang dalam hal ini
wajib pajak melakukan kegiatan yang menjadi obyek BPTHB yang tidak melakukan
pembayaran utang pajaknya seperti jual-beli dibidang pertanahan.

Menurut pendapat penulis tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa
Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga dapat melaksanaan self assessment ini
dengan baik, Untuk mencapai ini diperlukan beberapa waktu, sehingpa self
assessment im tidak dapat segera memenuhi harapan kita. Campur tangan pemerintah
selama ini masih terus harus dilakukan secara intensif untuk menghindari para wajib
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pajak maupun aparaturnya untuk melakukan tindakan penghindaran atau
pengurangan pajak yang harus dibayarkan.

Kepatuhan waijib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis
dalam penerimaan negara dari serktor perpajkan. Dengan demikian pengkajian
tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan waijib pajak sangat perlu
mendapat perhatian.

I Penerimaan sektor pajak

Penerimaan pajak selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut ;

No. Tahun | Triliun rupiah Keterangan
L | 2001 185.5 Terdin atas :
2. | 2002 2147 PPh non migas;
3. 2003 254.7 PPh migas;
4 | 2004 ! 271 | PPn;
l = + PBB;
| Pajak lain,

Dan dats yang telah diperoleh bahwa penerimaan negara dan sektor pajak
mengalami kenaikan yang juga dapat meningkatkan pendapatan ash daerah dari
sektor pajak hal ini diperoleh oleh daerah sebagai konsekuensi dari diterbitkannya
Undang-undang No, 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat 2 yang menyebutkan bahwa
BPTHB merupakan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah
dacrah dimana pemerintah dacrah kabupaten dan kota penghasil yang kemudian
disalurkan ke kas umum daerah kabupaten/kota.

e —
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pemerintah daerah dimana pemerintah daerah kabupaten dan kota penghasil yang
kemudian disalurkan ke kas umuam daerah kabupaten/kota,

3.3 Pelayanan Prima Perpajalan

Pajsk merupakan penerimaan dalam negeri yang utama. Dengan terjadinya
berbagai krisis ekonomi, moneter, maupun politik yang berdampak sangat berat bagi
rakyat Indonesia,maka semakin meningkat kesadaran dan tuntutan rakyal terhadap
dampak negatif dari utang dan bantuan luar negeri. Dalam sitem perpajakan self
assessment terdapat tiga fungsi utama aparatur perpajakan untuk menjamin suksesnya
sistem  perpujakan  tersebut  vaitu penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan
‘enforcement),

Banyak texjadi pro dan kontra mengenai fungsi manakah yang paling utama
dan harus diprioritaskan, namun didalam praktek ketiga fungsi tersebut harus bedalan
bersama, saling menunjang satu soma  lain. Perkembangan sosial, politik, dan
ekonom pada masa kim dan pada saat mendatang pada saat era globalisasi tidak
dapat dihindarkan lagi serta tuntutan rakyat terhadap sistem demokrasi sudah
demikian kuatnya,maka fungsi aparatur perpajakan yang paling menjadi sorotan dan
tuntutan  masyarakat adalah  fungst pelayanan, Hal ini sejalan juga dengan
perkembangan administrasi publik di negaru-negan maju yang menjurus pada upaya
mewirausahakan  birokrasi, yang int sasatannya  adalalh memungkinkan untuk
menyediakan pelayanan yang prima kepada publik dengan cara paling efisien.

Pengembangan systern dan praktik pelayanan perpajakan yang prima selama
Int banyak menghadapi kendala vang intinya berawal dari kurangnya pengetahuan
dan kesadaran aparatur parpajakan terhadap pentingnya fungsi pelayanan ini. Untuk
menyesuaikan sikap dan pola pikir vang menunjang fungsi pelayanan perpajakan ini,
diperlukan wawasan dan pengetahuan baik teori maupun praktck pelayanan yang
dapat dhjadikan acuan.

Pelayanan pelanggan (Customer service) adalah upaya atau proses yang

secara radar dan terencana dilakukan organisasi atau badan usaha agar produk atau
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pelanggan (pelayanan kepada masyarakat), yaitu memperhatikan kebutuhan dasar
pelanggan seperti :

i

b.

C.

=

oo

-

Mereka menginginkan bebas membuat keputusan;

Mereka menginginkan untuk mendapatkan manfaat sesuai keinginan;

Mereka menginginkan untuk mendapatkan respek atau memperhatikan harga din,
bebas membuat keputusan:

Mereka menginginkan diperiakukan dengan Jujur,

Mereka menginginkan disambut dan dibantu dengan ramah:

Mereka menginginkan diberi tahu apa yang terjadi;

Mereka menginginkan rasa aman dan dilindungi haknya,

Mereka menginginkan menjadi orang penting,

Mereka menginginkan kejujuran.

Mempertahankan pelanggan adalah pertahanan paling baik untuk melawan saingan.
Organisasi (birokrasi) yang berhasil menjaga agar pelanggannya selalu puas hampir
tak terkalahkan. Pelayanan pelanggan yang baik adalah pelayanan yang dapat
memberikan pelanggan kepuasan secara optimal dan secara terus-menerus, beberapa
aspek yang mencakup keinginan dan harapan pelanggan adalah sebagai berikut -

a
b.

e o

=

Bebas membuat keputusan;

Memperoleh hasil sesuai dengan keinginan;
Mempertahankan harga diri;

Diperlakukan secara adil,

Diterima dan disambut secara baik,
Diberitahu segala sesuatu yang terjadi,
Merasa aman dan dilindungi haknya;
Didudukan sebagai orang penting,
Menuntut keadilan

Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal kepada

pelanggan merupakan suatu tantangan dan peluang bagi birokrasi pemberi jasa.
Secara garis besar terdapat beberapa fakta yang meyakinkan dalam rangka
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Penyelenpparaan pelayanan vang dapat memberikan kepuasan optimal kepada
pelanggan merupakan suatu tantangan dan peluang bagi birokrasi pemberi jasa.
Secara gans besar tferdapat beberapa fakta yang meyakinkan dalam rangka
pengembangn pelayanan pelanggan yang benar-benar dapat diandalkan untuk
meningkatkan kinerja birokrasi, sekaligus memberikan keuntungan bagi pertumbuhn
dan pt;rkn:mbangﬂn birokrasi. Fakta yang meyakinkan tersebut diatas adalah : (B.
Boediono 20003 : 62)

I Pelayanan pelanggan merupakan alat ampuh.
Pimpinan atau manajer berkepentingan untuk mendorong seluruh pegawai jajaran
brrokrasi untuk bersedia menginvestasikan - ide, pemikiron, waktu, perhatian, dan
dana untuk membenkan kepuasan pelanggan,

<

Pelanggan ditempatkan ditempat vang istimewa.
Mengingatkan keberadaan kita adalah karena pelanggan adalah yang menentukan
hidup mati kita, maka pelanggan harus ditempatkan ditempat yang istimewa.
Segals strategi, pendekatan cara dan tehnologi, lebih lagi karyawa harus
diarahkan kepada segala akufitas untuk mewujudkan pelayanan unggul yang
benar-benar memberkan kepuasan bagi pelanggan.
4. Diperlukan budaya kerja yang profesional dan mantap.
Kepuasan pelanggan sangat ditetukan oleh mutu pelayanan yang diperolehnya.
Mutir adalah hasil dari suaty proses sungguh-sunggub dari setiap aparatur
birokrasi melalut tatanan yang dinamis, yang meliputi .
i Perencanaan mutu,
b Pengawasan mutu;
¢. Pengendalian mutu;
d. Peningkatan yang dilakukan secara terus-menerus.
4. Memuaskan pelanggen adalah tanggung jawab dalam birokrasi.
Tidak ada sescorangpun dalam suatu organisasi atau tidak ada scorang

aparaturpun  yang  dapit lepas dari tanggung jawab untuk  melaksanakan
peleyanan dalam suntu birokrasi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

5. Sumber daya manusia yang professional

Kepuasan pelanggan masih tetap ditentukan bagaimana interaksi para pelaku

pelayanan. Oleh kurena itu, diperlukan sumber daya manusia yang professional,

sehingga dapat mnag dalam persingan, merebut dan menciptakan pangsa pasar
sekaligus membina citra organisasi.

Salah satu yang pasti untuk dapat melaksanakan pelayanan yang memuaskan
pelanggan adalah mengembangkan orpanisasi menjadi organisasi yang berorientasi
pada customer service. Tumpuan utama dalam meningkatkan kepuasan pelanggan
adalah organisasi yang berorientasi pada keandalan pelayanan.

Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan
suasana vang menunjag kegiatan masyarakat, karena pemerintah sebagai pengendali
(steering) dan masyarakat sebagai pelaksana (rowing). Kegiatan pemerintah dan
kegiatan masyarakat harus saling mengisi, saling menunjang, dan saling melengkapi,
saling percaya, saling menghormati, dan saling menghormati dalam melakukan
terobosan.

Pembenan palayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat
sebagi pelanggan adalah merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai
abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Ruang lingkup pelayanah umum
yang diberikan oleh aparatur pemerintah meliputi . melayani, mengayomi, dan
menumbuhkan prakarsa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

A. Pengertian pelayanan umum.

Pengertian pelayanan adalah suatu prosoes bantuan kepada orang lain dengan
cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan keberhasilan. Setiap pelayanan
menghasilkan (produk), baik berupa barang dan jasa. Hasil layanan berupa jasa tidak
dapat di-inventarisasikan, tidak dapat ditumpuk atau digudangkan melainkan hasil
tersebut diserahkan secara langsung kepada pelanggan atau konsumen. Pengertian
pelayanan umum menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-
PAN) No.81 Tahun 1993 adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan
oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah, dan dilingkungan badan usaha milik
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negara atau daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pengertian tentang pelayvanan umum terkait dengan
beberapa istilah dalam administrasi negara, seperti instansi pemerintah, tata laksana,
tata kerja, prosedur kerja, sistim kerja dan wewenang,

B. Pelayanan umum yang prima.

Prima diambil dan bahasa inggns “at a premium”™. Artinya prima dimaksudkan
dengan nilai tinggi. Pelayanan umum yang mempunyai milai tingg, tinggi
menunjukan ukuran. Demikian pula dengan mutu menunjukan ukuran. Ketulenan
atau keaslian. Pengertian prima terkait dengan mutu. Dalam hal pelayanan prima,
berarti pelayanannya bermutu. Meningkatkan mutu berarti meningkatkan keprimaan.
Hakikat dari pelayanan umum yang prima adalah ;

a. memngkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah dibidang pelayanan umum,

b. mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga
pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna dan
berhasilguna (efisien dan efekuf).

¢. mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam
pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Sesuai dengan pengertian dan hakikat pelayanan umum yang prima, maka
pelayanan umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang

bersifat : (B. Boediono, 2003 :63)

a. Sederhana;

2

Terbuka;
Lancar,
Tetap,
Lengkap;
Wajar,

e &

& ™ 6

Terjangkau.
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Sifat di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Pelayanan umum yang sederhana.

Pelayanan umum itu prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan,
prosedumya tidak banvak seluk-beluknya, persyaratan yang harus dipenuhi
pelanggan mudsh dipenuhi, tidak mencan kesempatn dalam kesempitan.
Pelayanan umuim yang terbuka.

Keinginan pelanggan adalah dilayani secara jujur. Aparatur yang bertugas
melayani pelanggan harus memberikan penjelasan yang sejujur-jujumya,
apaadanya dalam peraturan atau dalam norma,jangan menakut-nakuti, jangan
merasa berjasa dlam memberika pelayanan agar tidak timbul keinginan
mendapatkan imbalan dart pelanggan.

Pelayanan umum yang lancar.

Prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit dan aparatur yang memberikan
pelayanan harus ikhlas melakukan pelayanan sepenuh hati agar pelayanan
menjadi lancar,

Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat.

Tepat dapat diartikan menjadi arahnya yang tepal, atau tepat sasarannya, atau
tepat waktu, atau tepat jawabannya, tepat dalam memenuhi janji.

Pelayanan umum yang lengkap.

Lengkap dapat diartikan tersedia apa yang diperlukan oleh pelanggan. Sekali
pelanggan mengurus didapat jasa pelayanan yang lengkap, tidak perlu lag
menyempurnakan  lagi  kebutuhan pihak lain. Hal ini tidak menjamin
terjadinya pelayanan umum yang prima, sepanjang tidak didukung sumber
daya manusia dan sarana yang tersedia.

Pelayanan umum yang wajar.

Pelayanan umum yang wajar dapat diartikan menjadi pelayanan yang tidak
ditambah-tambahkan menjadi yang bergaya mewah sehingga memberatkan
pelanggan. Pelayanan yang biasa sebagaimana perlunya, tidak dibuat-buat,

pelayanan umum sebagaimana mestinya.
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7. Pelayanan umum yang terjangkau.

Pelayanan umum harus dapat dijangkau oleh pelanggan, tidek mengada-ada

dengan membangun tempat parkir yang mahal, dengan memungut retribusi

parkiran vang mahal.

Pelayanan jasa publik yang prima adalah pelayanan jasa vang dapat
memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam standar palayanan yang
dapat dipertanggungjawabkan. Dapat diketahui bahwa pelayanan umum yang
diselenggarakan tersebut sudah mencapai pada tingkat prima atau belum harus
mengetahw terlebith dahulu ukurannya. Ukuran yang dimaksud adalah standar
pelayanan prima dan tingkat kepuasan bagi pelanggan.

Pelayanan publik dapat dinyatakan prima apabila pelayanan tersebut
memuaskan pelanggan, pelayanan tersebut melebihi standar, minimal sama dengan
standar. Baik kepuasan pelanggan maupun standar pelayanan merupakan ukuran.
Dikatakan menjadi pelayanan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) manakala
terjadi pemenuhan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Antara upaya pemenuhan
kebutuhan (pelayanan) dengan keinginan pelanggan tidak lepas dari organisasi yang
efekiif, tidak mungkin terjadi pelayanan yang memuaskan pelanggan Dengan
demikian, yang dimaksud dengan kepuasan pelunggan adalah efektifitas dari sistim
organisasi yang keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

Kepuasan pelanggan dapat digunakan sebagai ukuran, namun untuk
mengetahu apakah pelanggan tersebut menjadi puas atau belum diperlukan standar
pelayanan. Standar atau ukuran dasar khusus adalah untuk mengetahui mutu
pelayanan, Sasaran ukurannya adalah untuk mengetahui apakah pelayanannya sudah
prima atau belum. Standar pelayanan bagi birokrasi pada umumnya ditentukan dalam
undang-undang atau perundang-undangan lainnya Dalam menentukan standar
pelayanan, lebih baik melalui penelitian termasuk penelitian lapangan atau
mendengarkan pendapat pelanggan.

Pelayanan bidang perpajakan , unit terapan adalah Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak
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alas Tanah da Bangunan (BPTHE), sedangkan Kantor Pelayanan Pajak untuk Pajak
Penghasilun (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan Bea Materai

3.4 Hambatan-hambatan dalam upaya peningkatan pendapatan asli dgerah

Dulam upaya peningkatan pendapatan ashi daerzh yang berasal dari sektor
paak  daerah khususava dar pajuk BPTHB sebenarnya  hanya terdapat  pada
pelayanan dari aparat perpajakan yang tidak dapat menjangkau kawasan-kawasan
yang terpencil , hal ini dikarenakan kurangnya aparat perpajakan yang ada di daerah,
seaingga dalam melaksanakan pengawasan kurang optimal.

Pemerintah berkewsjiban — untuk mengarahkan,  membimbing, dan
menciptakan suisana yang menmmjang kepiatan masyarakat, karena pemerintah
scbagai pengendalim masyurakat schagal pelaksana kegiatan pemerintah  dan
masyarakat narus saling mengis:, saling menunjang, dan saling melengkapi dalam
Kesatuan langkal menuju tercapainya pembangunan nasional yang disebut kerjasama
yang berdasarkan kemitraan, saling percava, dan saling menghormati dalam
melakukan terobosan

Selain vang tersebut diatas hambatan-hambatan yang dialami dalam upaya
pemingkatan pendapatan ashi daerah terdapat pada kurangnya kesadaran dan wajib
pajak maupun aparatur perpajakan dalam  melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakamnya, dalam hal inj terdapat banyak sekali tindakan-tindakan pengurangan
nilal jual suatu barang yang kemudian menurunkan jumlah pajak yang harus
dibayarkan kepada negara, hal ini banyak sekali terjadi dalam masyarakat Kita untuk
menghindari nilai pajak vang harus dikeluarkan untuk peralihan hak baik berupa
tanah maupun bangunan. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara dalam
sektor pajak akan berkurang yang kemudian dapat mengurangj pendapatan asli
daerah karena jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya.

Sebenamya dalam BPTHB menurut penulis tidak terdapat hambatan-
hambatan yang berarti hanya banyak teradi pengurangan-pengurangan nilai jual
untuk mendupatkan hak peralihan dari suatu barang, kecuali untuk dacrah-daerah
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yang tidak tercapai oleh aparatur perpajakan yang menggunakan sistim kepercayaan
dalam melakukan perpindahan hak.

Sebenarnya hal ini dupat dihindari jika aparatur perpajakan dapat berperan
aktif dalam upaya pengawasan yang merupakan kewajiban dari aparatur perpajakan
agar kegiatan tersebut diatas dapat dihindari atau minimal mengurangi tindakan-
tindakan tersebut.
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BAB 1V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.

1.

Peningkatan kegiatan pengawasan merupakan upaya vang berkaitan dengan
mtensifikasi pemungutan pajak. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor-
faktor yang mendorong DirJen Pajak melakukan pengawasan Beberapa faktor
tersebut antara lain bayaknya wajib pajak vang solidaritas sosial, kesadaran
dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak cenderung masih rendah
serta kesalahan atau kekurang telitian wajib pajak dalam mengisi surat
pemberitahuan pajaknya juga sering terjadi. Pengawasan vang dilakukan oleh
Dirlen Pajak terhadap pelaksanaan self assessment system dapat dikatakan
cukup berhasil. Dapat dibuktikan dari jumlah wajib pajak yang setiap tahun
meningkat,

Penerapan SAS pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan dalam upaya peningkatan pendapatan asli dacrah dapat
dikatakan cukup berhasil ini dapat dibuktikan dengan terus meningkatnya
perolehan pajak negara tiap tahunnya. Keberhasilan ini didasrkan pada
keyakinan diterapkannya self assessment , yaitu yang berintikan kemudahan,
kepastian dan kesederhanaan dalam peraturmn perpajukan. Dengan dianut
prinsip kemudahun dan keadilan maka secara psikologis menimbulkan
kesadaran bagi masyarakat untuk lebih aktif membayar pajak.

Dengan  memberikan  pelayanan prima perpajakan akan meningkatkan
pencrimaan negara dan sektor pajak yang dalam hal ini dapat juga
meningkatkan pendapatan asli dacrah dan dalam menentukan standar
pelayanan, lebih baik melalui penelitian lapangan maupun mendengarkan
pendapat dari wajib pajak. Misalnya : dengan memberikan pelayanan prima
maka masyarakat tidak banyak yang melakukan tunggakan pajak, sehingga
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4. Hambatan-hambatan yang dialami dalam upaya peningkatan pendapatan asli

daerah dalam hal ini mengenai pajak BPTHB dapat dihindari apabila aparatur
perpajakan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan untuk
mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat menghambat upava upava
peningkatan pendapatan asli daerah

4.2 Saran.

1.

Hendaknya jumlah aparatur perpajakan ditambah, agar dalam melakukan
penelitian dan pemeriksaan dapat cepat selesai. Serta memberikan penyuluhan
tentang pentingnya membayar pajak dan ketetapan membayar pajak harus
dilakukan agar wajib pajak semakin sadar akan kewajibannya.

Dalam pelaksanaan self assessment system untuk meningkatkan penerimaan
negara dari sektor perpajakan wajib pajak harus memilki tingkat pendidikan
dan kesadaran perpajakan vang ungg sehingga dapat melaksanakan self
assessment system secara intensif serta dalam penerapan sistem ini harus
berdasarkan pada keyakinan yang berintikan kemudahan, kepastian, dan
kederhanaan dalam peraturan perpajakan.
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